
  
 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
NOMOR   14   TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN 

DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 

DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  

NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  

NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM JAMINAN  

KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NUNUKAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional serta  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

maka semua sistem jaminan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus 

diintegrasikan ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN); 

  b. bahwa Sistem Jaminan Kesehatan Daerah 

Kabupaten Nunukan harus diintegrasikan ke 

dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

yang lebih menjamin adanya kepastian hukum 

penyelenggeraan, pengendalian biaya dan mutu 

pelayanan kesehatan yang lebih efektif serta 

portabilitas pelayanan yang lebih luas;   

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten 

Nunukan tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten 

Nunukan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah 

Kabupaten Nunukan; 



 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);  

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5362); 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 

Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 255); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

dan 

BUPATI NUNUKAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 5 TAHUN 2009 

TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN SEBAGAIMANA TELAH 

DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 14 TAHUN 2013 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 5 TAHUN 2009 

TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH 

KABUPATEN NUNUKAN.    

 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2010 Nomor 5 Seri D Nomor 05) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan 

Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2013 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: 

a. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Jaminan 

Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 

Nomor 4 Seri F Nomor 04); 

b. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2009 Nomor 11 Seri F Nomor 11); dan 

c. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Nunukan (Berita 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 6),  dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 



Pasal 3 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                                        
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan. 

 

 Ditetapkan di  Nunukan 

pada tanggal 27 Oktober 2015 
 

BUPATI NUNUKAN, 
 

ttd 
 

BASRI 
Diundangkan di Nunukan 
pada tanggal 27 Oktober 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
 

                ttd 
 

      TOMMY HARUN 
 

LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN NUNUKAN  TAHUN 2015  NOMOR 14    
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN     

UTARA: 11/2015 
 


